
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 35 TAHUN 2018 

TENTANG 

J ADWAL RETENSI ARSIP NON KEPEGAWAIAN 
DAN NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa dalam rangka memberdayakan arsip dalam 
pelaksanaan tugas pemerintahaan secara efektif dan 
efisien serta tercapainya ketertiban pelaksan aan 
penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan a rsip 
sebaga i bukti akuntabilita s kinetja aparatu r dan 
pertanggu ngjawa ban perlu Jadwal Retensi Arsip 
Fasilita tif Non Kepegawaian dan Keu angan di 
lingkun gan Pemerintah Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya; 

b . bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Kepala Arsip 
Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 
tentan g Ta ta Cara Penetapan J adwal Retensi Arsip , 
Pimpinan lembaga nega ra, pergu ruan tinggi, BUMN 
dan BUMD rnengesahkan JRA setelah rnen dapat 
persetuju an ANRI; 

c. bahwa sesuai Sura t Kepala Arsip Nasional Republik 
In donesia Nomor B-PK. 02.09/ 119 / 2018 tanggal 15 
Oktober 20 18 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip 
Fungsi Fasilitatif Non Keuangan dan Kepegawaian 
serta Substantif Pemerintahan Daerah maka perlu 
dilakukan pengesahan Jadwal Retensi Arsip Non 
Kepegawaian dan Keu angan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b , huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tasikrnalaya ten tang 
Jadwal Retensi Arsip Non Kepegawaian dan Non 
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ; 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851) ; 

2. Undang-Un dang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom or 507 1); 

3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem ba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diu bah berapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tehtang 
Perubahan Kedu a Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 201 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik In donesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang omor 30 Ta hun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 201 4 Nomor 292, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Arsip Statis; 

8 . Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan 
Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) ; 
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Menetapkan 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2014 Nomor 9); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tah un 20 16 Nomor 3); 

12 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Su sunan 
Perangkat Daera h (Lembaran Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya Tahu n 2016 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 
NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 

Pasa l 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Pemer intah Daerah adalah Bu pati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang m emimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang m enjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adala h Bu pati Tasikmalaya. 

4. Lembaga Kearsipan Daerah adala h Dinas Kearsipa n dan Perpustakaan 
Daerah Kabu paten Tasikmalaya. 

5 . Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingku ngan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya . 

6 . Jadwal Retensi Arsip adalah yang selanjutnya disebut JRA adalah daftar 
yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, 
jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

7. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian 
adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif non keuangan dan non 
kepegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai 
kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif 
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perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, 
ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian, 
pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, 
teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan. 

8 . Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh Pemerintahan Daerah dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

9. Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah arsip yang 
berkaitan dengan bidang non keuangan/fiskal dan non kepegawaian yang 
meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, 
kearsipan, ketatusahaan dan kerumahtanggaan, hubu ngan masyarakat, 
penelitian, pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, 
perpustakaan. 

10 . Reten si I j angka Waktu Sim pan ada lah masa simpan minimal sua tu jenis 
arsip pada unit pengolah danl atau unit kearsipan. 

11 . Retensi arsip aktif I jangka waktu simpan arsip aktif adalah masa s impan 
minimal suatu jenis arsip pada u nit pengolah. 

12. Retensi arsip inaktif/ jangka waktu simp an arsip inaktif atau retensi 
a rs ip in aktif adalah masa simp an minimal suatu jenis arsip pada unit 
kearsipan atau pusat kearsipan. 

13 . Keterangan musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip 
yang d imusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan 
tidak memiliki n ilai guna lagi. 

14. Keterangan perman en adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip 
yan g memiliki nilai guna sekunder, yang wajib diserahkan kepada 
Lem baga Kearsipan Daerah I Ars ip a sional Republik Indones ia sesuai 
kewenangan berdasarkan peraturan perundang- ndangan. 

15. Keterangan dinilai kem bali adalah keterangan yang menyatakan bahwa 
suatu jenis arsip belum dapa t ditentukan nasib akhirnya, seh ingga perlu 
dilaku kan penilaian kembali pengkajian kembali. 

16. Nilai gu n a a rsip adalah arsip yang dida sarkan pada kegu n aanya bagi 
kepentingan pen gguna arsip . 

17. Penyusu tan arsip ada lah kegiatan pen gurangan arsip dengan ca ra : 
a . memin dahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan 

dalam Perangkat Daerah; 
b . memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan; dan 
c . menyerahkan a rsip statis oleh unit kearsipan dalam lingkungan 

Perangkat Daerah kepada Lem baga Kearsipan Daerah dan I atau Arsip 
Nasional. 
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BAB II 
JADWAL RETENSI ARSIP 

Pasa12 

(1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian 
memuatjenis arsip, retensi, dan keterangan. 

(2) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan 
Non Kepegawaian Arsip tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasa13 

(1) Retensi arsip untuk arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan untuk retensi 
aktif dan retensi inaktif. 

(2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria 
sebagai berikut: 
a . reten si aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepen tin gan 

pertanggungjawaban di unit pengolah; dan 
h. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan u nit 

kerja terkait dan kepentingan lembaga pencipta arsip. 
(3) Reten si Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok 

masalah pada naskah selesai diproses. 
(4) Reten si Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya. 

Pa sa1 5 

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat 
rekomendasi yang menetapkan a rsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 
dipermanenkan. 

(2) Rekomendasi yang dituan gkan dalam keterangan ten tang penetapan suatu 
jenis a rsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan 
berda sarkan pertimbangan : 
a. keterangan musnah diten tukan apabila pada masa akhir retensi arsip 

tersebut tidak memiliki nilai guna; 
b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki n ilai guna 

kesejarahan; dan 
c . ketera ngan din ilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap 

berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan. 

Pasal 6 

(1) Pemusnahan arsip non kepegawaian dan arsip n on keuangan dengan 
jangka waktu penyimpanan dibawah 10 (sepuluh) tahun, ditetapkan oleh 
pimpinan perangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah 
Kabupaten Tasikmalaya, setelah mendapat pertimbangan tertulis dari 
Panitia Penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Bupati. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab 
unit kearsipan pada perangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan 
daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
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(3) Pembentukan Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasa17 

(1) Pemusnahan arsip non kepegawaian dan arsip non keuangan dengan 
jangka waktu penyimpanan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih , 
ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mendapat 
pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip dan persetujuan dari ANRI 
serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) menjadi tanggungjawab 
Lembaga Kearsipan Daerah. 

(3) Panitia Penila i arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputu san Bupati. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangka n di Singaparna 
pada tanggal 27 ovember 2013 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

V 
IIN AMINUDIN 

NIP. 19630929198503 10 13 

Ditetapkan di Singapa rna 
pada tanggal 2], Nov bel' 2018 

BUPATI TASI MALAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR35 
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LAMPlRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 35 TAHUN 2018 
TANGGAL . 27 NOVEMBER 2018 
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NO JENIS/SERIES ARSIP 

1 2 
I NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN 

A. HUKUM 

1. Program Legislasi: 

- Bahan/ Materi / Program Legislasi Pemerintah Kabupaten 

2 Peraturan Daerah terrnasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sarnpai dengan Rancangan 
· Akhir dan Telaah Hukum 

3 Peraturan Bupati terrnasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah 
· Hukurn 

Keputusan/Ketetapan Bupati termasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir 
4. dan Telaah Hukum 

5 Keputusan Sekretaris Daerah Provin si termasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan 
· Akhir dan Telaah Hukum 

6. Instruksi/ Surat Edaran 
a. Instruksi/ Surat Edaran Bupati 
b. lnstruksi/ Surat Edaran Sekretaris Daerah 

7. Surat Perintah 
a. Surat Perintah Bupati 
b. Surat Perintah Sekretaris Daerah 
c. Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon II dan III Daerah 

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 
KETERANGAN 

AKTIF' INAKTIF 
3 4 5 

2 Tahun Setelah 
Pelaksanaan 3 Tahun Permanen 

Kegiatan Selesai 

2 Tahun Setelah 
Peraturan Tidak 3 Tahun Permanen 

Berlaku 
2 Tahun Setelah 
Peraturan Tidak 3 Tahun Permanen 

Berlaku 
2 Tahun Setelah i 

Peraturan Tidak 3 Tahun Permanen 
Berlaku 

2 Tahun Setelah 
Peraturan Tidak 3 Tahun Permanen 

Berlaku 
2 Tahun Setelah 
Peraturan Tidak 2 Tahun Permanen 

Berlaku 

2 Tahun Setelah 
Peraturan Tidak 2 Tabun Dinilai KembaJi 

Berlaku 



NO JENIS/SERIES ARSIP 
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 

KETERANGAN 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

Standar j Pedoman/ Prosed ur Kerj a / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis Termasuk 
2 Tah un Setelah 

8. R Peraturan Tidak 3 Tahun Permanen 
ancangan 

Berlaku 

9 . Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perj anjian Kerjasama 
2 Tah un Setelah 

Hak dan 
a . Dalam Megeri Kewajiban Para 

5 Tahun Permanen 

b . Luar Negeri Pihak Berakhir 

10. Dokumentasi Hukum 
1 Tah un Setelah Diserahkan Ke 

-

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Tidak Berlaku Perpustakaan 

Bupati 
11. Sosialisasi j Penyuluhan Hukum 

1 Tah un Setelah 
a . Berkas yang Berhubungan Dengan Kegiatan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum 

Pelaksanaan 
2 Tahun Musnah 

b. Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi /Penyuluhan Hu kum 
12. Kasusj Sengketa Hukum 

a . Pidana Sampai 

Berkas ten tang Kasus/ Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran: 
Keputusan 

Berkekuatan 
- Proses Verbal mulai dari Penyelidikan , Penyidikan s ampai dengan Vonis Hukumyang 3 Tahun Perman en 

- Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum Tetap dan 
dipenuhi Hak dan 

- Telaah Hukum dan Opini Hukum Kewajibannya 

b. Perdata Sampai 

Berkas ten tang KasusjSengketa Perdata : 
Keputusan 

Berkekuatan 
- Proses Verbal mulai dari Penyelidikan , Penyidikan s ampa i dengan Vonis HUkumyang 3 Tahun Permanen 

- Berkas Pembe laan dan Bantuan Hukum 
Tetap dan 

dipenuhi Hak dan 
- Telaah Hukum dan Opini Hukum Kewajibannya 

- - - -



NO JENIS j SERIES ARSIP 
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 

KETERANGAN 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

c. Tata Usaha Negara Sampai 

Berkas ten tang Kasus/ Sengketa Tata Usaha Negara : 
Keputusan 

Berkekuatan 
- Proses Verbal mulai dari Penyelidikan , Penyidikan sampai denga n Vonis Hukum yang 3 Tahun Permanen 

Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum 
Tetap dan 

- dipenuhi Hak dan 
- Telaah Hukum dan Opin i Hukum Kewajibannya 

d. Perburuhan Sampai 

Berkas tentang Kasus/Sengketa Perburuhan : 
Keputusan 

Berkekuatan 
- Proses Verbal mulai dari Penyelidikan, Penyidikan sam pai dengan Vonis Hukum yang 3 Tahun Permanen 

Berkas Pembelaan dan Bantuan Hu kum 
Tetap dan 

- dipenuhi Hak dan 
- Telaah Hukum dan Opini Hukum Kewajibannya 

e. Arbitrase Sampai 

Berkas tentang Kasus/Sengketa Arbitrase : Keputusan 

Proses Verbal mulai dan Penyelidikan, Penyidikan sam pai dengan Keputusan 
Berkekuatan 

- Hukum yang 3 Tahun Permanen 
Arbitrase / Ketetapan Hakim 

Tetap dan 
- Berkas Pembelaan dan Bantuan Huku m dipenuhi Hak dan 

- Telaah Hukum dan Opini Hukum 
Kewajibannya 

f. Sengketa Adat 
Sampai 

5 Tahun Permanen 
Penyelesaian 

13. Perij inan 

a. Berkas Perijinan sejak Permohonan sampai dengan Diterbit kannya Surat Ijin 
Sarnpai Ijin 

2 Tahun Permanen 
Diperbaharui 

b. Permohonan Ijin yang Ditolak 
2 Tah un Sete1ah 

3 Tahun Musnah 
Ditolak _ L ___ _________ ________________ 



NO JENIS/SERIES ARSIP 
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 

KETERANGAN 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

c. Buku Induk Perijinan 
2 Tahun Setelah 

3 Tahun Permanen 
Diperbaharui 

14. Hak Atas Kekayaan Inte1ektual (HKI) 

a . Hak Cipta Sampai HKI Habis 2 Tahun Permanen 

b. Hak Paten 
1) Paten Biasa Sam pai HKI Habis 2 Tahun Perman en 
2 ) Paten Sederhana 

c. Hak Desain Industri Sampai HKI Habis 2 Tahun Permanen 

d. Hak Rahasia Dagang Sampai HKI Habis 2 Tahun Permanen 

e. Hak Merk Sampai HKI Habis 2 Tahun Permanen 

f. DTLS (Desain Tata Letak Sirk uit Terpadu) Sampai HKI Habis 2 Tahun Permanen 

Sampai HKI 
Permohonan HKI yang Ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Ditolak 

2 Tahun Dinilai Kembali 
15. Desain Tata Letak Sirku it Terpad u) Permohonan 

Tersebut 
B ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN 

1. Struktur Organisasi di Lingku~gan Pemerintah Daerah 
a. Pembentukan 

2 Tahun Setelah 
b. Pengu bahan 

Penetapan 
3 Tahun Permanen 

c. Pembubaran 
2 Tahun Setelah 

2 . Uraian Jabatan dan Tata Kerja Ditetapkan 3 Tahun Permanen 
Peraturan Baru 
2 Tahu n Setelah 

3. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional Ditetapkan 3 Tahun Pe rman en 
Peraturan Baru 



NO JENISjSERIES ARSIP 
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 

KETERAN GAN 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 
4. Tata Laksana 

2 Tahun Setelah 
a. Prosedur Tetap 

Penetapan 
3 Tahun Permanen 

b. Mekanisme Kerja 
5. Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana 

a . Evaluasi Struktur Organisasi 
b . Evaluasi Tugas Pokok da n Fu ngsi 2 Tahun Setelah 

3 Tahun Permanen 
c. Evaluasi Uraian Jabatan Penetapan 
d . Uraian Tata Laksana 

C. HUBUNGAN MASYARAKAT 
1. Keprotokolan : 

Penye1enggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan 2 Tah un Setelah 

a. termasuk Acara Peringatan Hari-hari Besar) Pelaksanaan 3 Tahun Musnah 
Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah 
b . Buku Tamu Pelaksanaan 2 Tahu n Musnah 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah 
c. Agenda Kegiatan Pimpinan Lembagaj Instansi Pelaksanaan 4 Tahun Musna h 

Kegiatan Selesai 

d. Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri 

1 Tahun Setelah 
1) Kunjungan Dinas Pimpinan Lembagaj Instansi Pelaksanaan 3 Tahun Permanen 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah 
2) Kunjungan Dinas Pejabat Lain/ Pegawai Pelaksanaan 3 Tahun Musnah 

Kegiatan Selesai 

e. Daftar Nama/ Alamat Kantor/ Pejabat 
Selama Masih 

3 Tahun Musnah 
Berlaku 

, . 



NO JENIS/SERIES ARSIP 
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 

KETERAN GAN 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

Dokumentasil Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa 2 Tahun Setelah 
2. Bidang Masing-Masing, dalam Berbagai Media : Kertasl Fotol Videol Rekaman Suaral Multi Pelaksanaan 3 Tahun Musnah 

Media Kegiatan Selesai 

3 . Pengu mpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan : 

1 Tahun Setelah 
a. Kliping Koran Pelaksanaan 4 Tahun Dinilai Kembali 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah 
b . Brosur I Leafletl Pos ter I Plakat Pelaksanaan 2 Tahun Musnah 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah 
c . Pengumuman I Pem beritaan Pelaksanaan 2 Tahun Musnah 

Kegiatan Selesai 

4 . Hu bu ngan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah: 

1 Tahun Setelah 
a . Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Pelaksanaan 4 Tahun Dinilai Kembali 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah 
b . Hubungan dengan Organisasi Sosial /LSM Pelaksanaan 4 Tahun Dinilai Kembali 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah 
c . Hub ungan dengan Perusahaan Pelaksanaan 4 Tah un Dinilai Kembali 

Kegiatan Selesai 

d Hub ungan dengan Perguruan Tinggil Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem 
1 Tahun Setelah 

Pelaksanaan 2 Tahun Musnah . Ganda(PSG) / Praktek Kerj a Lapangan (PKL) 
Kegiatan Selesai 



NO JENIS/SERIES ARSIP 
JANGKA W AKTU PENYIMPANAN 

KETERANGAN 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

1 Tahu n Setelah 
e . Forum Kehumasan (Bakohumas /Perhumas) Pelaksanaan 2 Tahu n Musnah 

Kegiatan Selesai 

f. Hub ungan dengan Media Massa : 

1 Tahu n Setelah 
1) Siaran Pers/konferen si Pers/Press relaase Pelaksanaan 4 Tahu n Perm a nen 

Kegiatan Selesai 

2 Tahun Setelah 
2) Kunjungan Wartawan / Peliputan Pelaksanaan 2 Tahun Musn ah 

Kegiatan Selesai 

2 Tahun Setelah 
3) Wawancara Pelaksanaan 2 Tahun Musnah 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Sete1ah 
5. Dengar Pendapat/Hearing DPRD Kabupaten Pelaksanaan 4 Tahun Permanen 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah 
6. Bahan/ Materi Pidato/ Sidang DPRD, Muspida Provinsi Pelaksanaan 4 Tahun Permanen 

Kegiatan Selesai 

1 Tahun Setelah Musna h Kecuali 
7. Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan J u rnal Pelaksanaan 3 Tahun Master 

Kegiatan Selesai Permanen 

1 Tah un Setelah Mu sna h Kecuali 
8. Publikasi me1alui Media Cetak maupun Elektronik Pelaksanaan 3 Tahun Master 

Kegiatan Selesai Permanen 



, . 

NO JENISjSERIES ARSIP 
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 

KETERANGAN 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 
1 Tahun Setelah 

9 . Pameran j Sayembaraj Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan Pelaksanaan 4 Tahun Musnah 
Kegiatan Selesai 

10. Penghargaanj Tanda Kenang-ken angan 2 Tahun Setelah 
Administrasi Pemberian PenghargaanjTanda Kenang-Kenangan kepada Masyarakat yang Pelaksanaan 3 Tahun Permanen 
Memiliki Jasa Pre stasi Besar Kegiatan Selesai 

1 Tahun Sete1ah 
11. Ucapan Terima Kasih, Ucapan SeIamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf Pelaksanaan 3 Tahun Musnah 

Kegiatan Selesai 
D. PENGAWASAN 

1. Rencana Pengawasan 
5 Tahun Setelah 

a. Rencana Strategis Penga wasan Pelaksanaan 10 Tahun Permanen 
Kegiatan Selesai 
2 Tahun Setelah 

b. Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan 3 Tahun Permanen 
Kegiatan Selesai 
2 Tahun Setelah 

c. Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan Pelaksanaan 3 Tahun Permanen 
Kegiatan Selesai 
2 Tahun Setelah 

d . Rakor Pengawasan Tingkat Nasional Pelaksanaan 3 Tahun Dinilai Kembali 
Kegiatan Selesai 

2. Pelaksanaan Pengawasan 
Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Setelah Tindak 

3 Tahun Dinilai Kembali a - Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL) Lanju t Selesai 
Setelah 

Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang mengand ung unsur Tindak Pidana Keputusan 
- Korupsi(TPK) dan Memerlu kan Tindak Lanjut Mempunyai 3 Tahun Permanen 

Kekuatan Hukum 
Il"tAn 

Setelah 

Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan 
Keputu san 

I 

b. - (LA),Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak Memerlukan Tindak Lanjut (TL) 
Mempunyai 3 Tahun Musnah 

Kekuatan Hukum 
Tetap 

--- - --- ---- -- - -- -------- ----



I ' 

NO JENISjSERIES ARSIP 
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN 

KETERANGAN 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

- Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Setelab Keputusan 

Korupsi(TPK) dan tidak Mernerlukan Tind ak Lanjut Mempunyai Kekuatan 3 Tahun Dinilai Kern bali 
Hukum Tetap 

2 Tahun Setelah 
c. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Keputu san Mempunyai 3 Tahun Dinilai KembaJi 

Kekuatan Hukum Tetap 

2 Tabun Setelah 
d. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Ternuan Keputusan Mempunyai 3 Tahun Perman en 

Kekuatan Hukum Tetap 

e. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara 
2 Tabun Setelah 

3 Tahun Permanen 
Kegiatan Se1esai 

f Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerin tah 2 Tabun Setelah 
3 Tahun Musnah . Daerah Kegiatan Selesai 

g. Good Corporate Governance (GCG) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SP!P) 2 Tabun Setelah 
3 Tahun Permanen 

Kegiatan Se1esai 

BUPATI TASIKMALAYA 
W 

H. 


